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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 
Kajian Pustaka

2.1.1
Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.1.1
Pengertian Anggaran


Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan cukup penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut M. Nafarin (2007;11) mengemukakan bahwa anggaran adalah :

”Suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah ditetapkan.”
Anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan pada program-program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan pengertian anggaran menurut Sony Yuwono, dkk (2005;27) adalah sebagai berikut :

”Suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi.”       
Anggaran merupakan rincian kegiatan perolehan dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki dan disusun secara formal dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran disebut juga sebagai perencanaan keuangan organisasi. Penyusunan anggaran merupakan tahapan awal dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam membuat rencana-rencana kerja. Dasar penyusunan anggaran pada rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (programming). Menurut M. Narifin (2007;12)  dikemukakan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

”1.  Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.

  2.  Data-data waktu yang lalu.

  3.  Kemungkinan perkembangan kondisi.

  4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak gerik pesaing.

  5.  Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah.

  6.  Penelitian untuk pengembangan perusahaan.”

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tersebut pada uraian diatas berguna supaya anggaran yang dihasilkan dapat lebh menyeluruh dan akurat sehingga tujuan dan sasaran organisasi ataupun perusahaan dapat tercapai.

2.1.1.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik
Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda.

Menurut Mardiasmo (2004;2) dijelaskan mengenai pengertian sektor publik dijelaskan mengenai pengertian sektor publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sebagai berikut :

”Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.”
Jadi, sektor publik merupakan sutau wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran.

Anggaran pada sektor publik memiliki fungsi yang sama dengan anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu. Anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2004;62) yaitu sebagai berikut :

”Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan balanja dalam satuan moneter.”
Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam membantu tingkat pertumbuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif dan efisien. Menurut Mardiasmo (2004;63) anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan berikut:

“a. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  b.  Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade offs.
  c.  Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.”
Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiapa aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolok ukur untuk setiap aktivitas yang dilkukan. Menurut Mardiasmo (2004; 6 3-66) dikemukakan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :

“1.  Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool).

  2.  Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool).

  3.  Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool).

  4.  Anggaran sebagai alat politik (Political Tool).

  5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Comunication Tool).
  6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Meansurment Tool).
  7.  Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool)

  8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere).”
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2004; 67-68) adalah sebagai berikut :

“1. Otorisasi oleh legislatif.

  2. Komprehensif.

  3. Keutuhan anggaran.

  4. Nondissretionary Apropriation.

  5. Periodik.

  6. Akurat.
  7. Jelas.

  8. Diketahui Publik.”
Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutuf dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3. Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belabja pemerintah terhimpun dalam dana umum (general fund).

4. Nondissretionary apropriation
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
5. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak dimasukan cadangan yang tersembunyi (hyden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengkibatkan munculnya underestimate pendapatan dan underestimate pengeluaran.
7. Jelas

Anggaran hendaknya dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.

8. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Proses penyusunan anggaran pada sektor publik cukup rumit karena dalam proses penganggarannya mengandung nuansa politisi. Menurut Mardiasmo (2004;61), dikemukakan bahwa penganggaran sektor publik adalah sebagai berikut :

“Suatu proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.”
Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004;61) adalah sebagai berikut :

“a.
Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkunga pemerintah.

  b.
Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

  c.  Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

  d.
Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.” 

Melalui proses penyusunan anggarannya dapat membantu pemerintah dalam meralisikan seluruh rencana keuangannya baik itu rencana penerimaan maupun rencana pengeluarannya sehingga dapat terkontrol dan terkoordiansi sehingga tidak terjadi pemborosan di setiap unit. Anggaran juga sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan rumah tangga pemerintah dihadapan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat di parlemen dan masyarakat luas secara umumnya.

2.1.1.3 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik


Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsional yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.



Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fugsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.



Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul dimasyarakat. Ada beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004; 76-83) bahwa pendekatan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut :

“1. Anggaran Tradisional

a. Line Item Budgeting

b. Incremental Budgeting

  2. New Public Managemen
a. Anggaran Berbasis Kinerja (Perfomance Budgeting)

b Zero Based Budgeting (ZBB)

c. Programming and Budgetig System (PPBS).”

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional memiliki dua ciri utama yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur susunan anggaran yang bersifat line-item.

a. Line Item Budgeting
Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. 
b. Incremential Budgeting
Anggaran tradisional bersifat incremental yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

2.   New Public Management

New Publik Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan berorientasi kebijakan New Public Managemen menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Diantaranya adalah tuntutan-tuntutan untuk melakukan efisiensi, penangkasan biaya dan kompetensi tender.

a. Anggaran kinerja (ferporment budgeting)

Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan angaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.   

b. Zero Based Budgetting (ZBB)

Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep zero based budgeting dapat menghilangkan incrementalizion dan  line-item karena anggaran di as\umsikan mol (zero-based) tidak berpatokan pada angaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, numun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah peroses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. 

c. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)

PPBS merupakan tekhnik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan pendekatan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.  

2.1.1.4 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja


Dengan adanya reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah membantu pemerintah dalam memperbaiki kinerjanya program yang akan dijalankan. Salah satunya yaitu dengan penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja. Menurut Sony Yuwono, dkk (2005;34) menjelaskan mengenai pengertian mengenai anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

“Sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal.”

Pengertian menurut pandangan Goverment Performance Result Act (GPRA) Tahun 1994 seperti yang dikutip oleh Sony Yuwono, dkk (2005;35) adalah sebagai berikut :

“Perfomance Budgeting is a systematic approach to help goverment become more responsive to the taxpaying public by linking program funding to performance and production.”


Anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan pada hasil yang ingin dicapai dengan mendayagunakan yang dimiliki akan tercapai dengan lebih optimal. Sedangkan menurut Mardiasmo (2004;84) dijelaskan mengenai pengertian anggaran berbasis kinerja yaitu :

“Sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujun dan sasaran program.”


Anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah sistem perencanaan program yang akan dilakukan pemerintah dengan menetapkan tolok ukur kinerja sebagai pembanding dalam mencapai tujuan. Anggaran berbasis kinerja ini disusun untuk membantu pemerintah dalam melakukan koordinasi setiap kegiatan. Anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebakan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

2.1.1.5 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja  

Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Deddi Nordiawan (2007;58) adalah sebagai berikut :

“1. Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan     fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.

  2.  Menyelidiki dan mengkur aktifitas guna mendapatkan efisiensi 

 maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.

  3. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tertentu.”


Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam setiap anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitasnya, mengukur seluruh aktivitasnya dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi yang maksimal yang anggaran yang disusun berdasarkan pada perkiraan biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut.

2.1.1.6 Tahap Penyususnan Anggaran Berbasis Kinerja


Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan yang dilakukan dengan memperhatikan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 kementrian negara/lembaga diharuskan menysun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.


Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh hasil yang maksimal, dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus selalu dalam kerangka tujuan yang ditetapkan serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan strategi yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan didisain dan disusun harus harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap penyusunan seperti yang dikemukakan oleh Deddi Nordiawan (2007; 79-83) berikut ini:

“1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)

  2. Pembuatan Tujuan

  3. Penetapan Aktivitas

  4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.”


Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Penetapan strategi organisasi (visi dan misi)

Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Dari sudut pandang lain visi dan misi organisasi dapat :

a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai 

b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas 

c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis

d. Memiliki orientasi masa depan

e. Memerlukan seluruh unsur organisasi

f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

2. Pembutan tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau disebut juga dengan tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi organisasi, oleh karena itu tujuan operasional harus menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas harian, serta pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik berikut ini :

a. Mempersetansikan hasil bukan keluaran.

b. Dapat diukur, untuk mengetahui hasil akhir yang diharapkan telah dicapai.

c. Dapat diukur dalam jagka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi.  

d. Tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interprestasi individu.

3. Penetapan aktivitas

Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Organisasi kemudian membuat sebuah unit atau peket keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap aktivitas. Alternatif keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas yang bersangkutan. Secara umum alternatif keputusan berisi komponen sebagai berikut :

a. Tujuan aktivitas, dinyatakan dalam suatu cara yang membuat tujuan yang diharapkan menjadi jelas.

b. Alternatif aktivitas atau alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak.

c. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut.

d. Input, kuantitas atau unit pelayanan yang disediakan (output) dan hasil (outcome) pada beberapa tingkat pendanaan.

4. Evaluasi dan pengambilan keputusan 

Setelah pengajuan anggaran disiapkan langkah selanjutnya (penelaahan dan dan penentuan peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kriteria dalam menentukan peringkat. Tekhnisnya, alternatif keputusan dari setiap aktivitas program yang direncanakan digabungkan dalam satu tabel dan diurutkan berdasarkan priorotasnya.


Penganggaran merupakan proses penerjemahan rencana aktivitas kedalam rencana keuangan. Perencanaan aspek kegiatan selalu diawali dengan bagaimana menjabarkan visi/misi dan strategi ke dalam berbagai tema tujuan strategi hingga ke dimensi aktivitas. Pada tahap pelaksanaan dan pengendalian aspek strategis akan mengndalikan arah organisasi melalui analisis laporan kinerja, baik strategis maupun opersional dari berbagai lapisan manajemen.


Anggaran yang sudah disahkan merupakan kesanggupan atau komitmen manajemen untuk melaksanakan rencana seperti yang tercantum dalam anggaran tersebut.

2.1.1.7 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran Berebasis Kinerja   

Anggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari New Public Management yang merupakan penyempurnaan dari anggaran tradisional, dimana anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran publik.


Meskipun demikian, anggaran kinerja di susun sebagai dasar penyempurnaan anggaran tradisional tidak akan terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan. Menurut Dedi Nordiawan (2007) dijelaskan bahwa kelebihan dan kekurangan dari kinerja ini adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan dari penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah:

penenkanan pada dimasukannya deskripsi secara negatif dari setiap aktivitas di setiap anggaran yang diajukan.

· Anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang di dukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang di ukur secara kuantitatif.

· Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input.

· Anggaran kinerja memasyarakatkan adanya data-data kinerja memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu.

· Menyediakan pada eksekutip pengendalian yang lebih terhadap bawahannya.

· Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada berapa jumlah anggaran yang terpakai.

b. Kekurangan dari anggaran berbasis  kinerja adalah sebagai berikut:

· Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.

· Banyak jasa dan aktifitas pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (cash basis)

· Kadang kala, aktivitas diukur biaya secara detail dan dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang diperlukan pada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri.  

2.1.2 Efektivitas Pengendalian
2.1.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara umum adalah berkaitan dengan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan dicapainya tujuan dari suatu organisasi tertentu maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif.
Pengetian efektivitas menurut Malayu (2003;242) adalah sebagai berikut :

“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Maksud dari pengertian diatas adalah bahwa keefektifan ditentukan oleh tercapainya sasaran atau tujuan yang sebelumnya talah ditetapkan dalam suatu organisasi.


Pengertian efektivitas menurut Alvin A. Arens, Rendel J. Elder, Mark S. Bearley dialihbahsakan oleh Ford Lumbard Goal (2006;496) adalah sebagai berikut :

“Efektivitas merujuk ke pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.”


Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum keefektifan dari suatu kegiatan  dapat dilaksanakan, maka harus ada pengertian khusus tentang apa yang dimaksud dengan keefektifan itu sendiri. Seperti halnya efektivitas, dalam efisiensi juga harus ada kriteria yang didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan melakukan kegiatan yang lebih efisien agar dapat bermanfaat. Seringkali lebih mudah untuk menyusun kriteria efisiensi daripada efektivitas. Efisienasi dapat didefinisikan sebagai pengurangan biaya tanpa pengurangan efektivitas.


Dari kedua definisi diatas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Suatu unit dapat dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar terhadap nilai pencapaia sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan ebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan.

2.1.2.2 Pengertian Pengendalian 
Suatu organisasi menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dengan maksud untuk memelihara kualitas informasi dan operasi dalam rangka pencapaian tujuan. Karena setiap aktivitas operasi yang dilakukan sangat tergantung kepada informasi, maka informasi yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kualitas operasi. Terpeliharanya kualitas informasi dan operasi melalui penerapan pengendalian internal memberikan jaminan yang meyakinkan akan tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Berikut pengertian pengendalian internal perusahaan dari beberapa ahli:

Menurut Krismiaji (2002;218), menjelaskan pengertian pengendalian sebagai berikut:

“Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”.

Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Amin (2008;77), menjelaskan definisi dari pengendalian adalah:

“The attitude and action of management and the board regarding the significance of control within the organization. The control environment provides the discipline and structure for the achievement of the primary objectives of the system of internal control. The control environment includes the following element: integrity and ethical values, managements philosophy and operating style, organization structures, assignment of authority and responsibility, human resource policies and practices, and competence of personnel.”   


Berdasarkan definisi pengendalian menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan rencana organisasi yang meliputi para pimpinan perusahaan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan pengawasan yaitu untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 
Menurut Mulyadi (2002;180) menjelaskan bahwa pengendalian di disain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

“1. Keandalan pelaporan keuangan.

       2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

 3. Efektivitas dan efesiensi operasi.”
Dari penjelasan di atas terdapat beberapa konsep dasar berikut ini :

1. Pengendalian merupakan suatu proses. Pengendalian merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

2. Pengendalian dijalankan oleh orang. Pengendalian bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi.

3. Pengendalian dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian ditunjukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu: pelaporan keuangan, kapatuhan dan operasi.  

2.1.2.3 Tipe Pengendalian

Setiap organisasi baik publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan suatu sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.


Kegagalan suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian yang digunakan, manajemen sumberdaya manusia dan lingkungan yang mendukung.


Menurut Mardiasmo (2005;46) menjelaskan tipe pengendalian manajemen menjadi tiga kelompok, yaitu :

“ 1.      Pengendalian preventif (preventive control).

2. Pengendalian operasional (operational control)

3. Pengendalian kinerja.”

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengendalian preventif (preventive control)
Dalam tahap ini pengendalian terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program.

2. Pengendalian operasional (operational control)
Dalam tahap ini pengendalian terkait dengan pengawasan pelaksanaan  program yang talah ditetapkan melaui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan menghubungkan perencanaan dengan pengendalian.
3. Pengendalian kinerja

Pada tahap ini pengendalian berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur yang talah ditetapkan.

2.1.2.4 Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian organisasi, komponen pertama dari lima komponen pengendalian internal, merupakan fondasi dari komponen-komponen pengendalian sistem yang lain.

Bodnar dan Hopwood yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis (2006;133), menjelaskan definisi lingkungan pengendalian sebagai berikut:

“Dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan lingkungan pengendalian menentukan iklim organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawan terhadap pengendalian. Menurut Bodnar dan Hopwood yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis (2006;134), menjelaskan faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian sebagai berikut:

“ 1.      Nilai-nilai integritas dan etika.


2.      Komitmen terhadap kompetensi.


3.      Filosofi manajemen dan gaya operasi.


4.      Struktur organisasi.


5.      Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi

            dan komitenya.


6.      Cara pembagian otoritas dan tanggungjawab. 

7.      Kebijakan sumber daya manusia dan prosedur.”
Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Nilai-nilai Integritas dan Etika

Pelanggaran etika dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Eksposur seperti ini mencakup kemungkinan denda yang cukup besar atau tuduhan kriminal terhadap perusahaan maupun eksekutif dalam perusahaan tersebut. Banyak perusahaan telah mengadopsi kode etik yang memberikan petunjuk untuk menjalankan bisnis dengan cara yang benar. Sebaik apapun kode etik yang dimiliki perusahaan, akan menjadi tidak berarti jika ada masalah budaya yang signifikan dalam budaya organsasi. Menciptakan budaya organisasi yang dapat mendukung perilaku yang etis memang sulit dan memang tidak dapat dicapai tanpa pendidikan, pelatihan dan komitmen.

2. Komitmen terhadap Kompetensi

Kompetensi karyawan merupakan hal yang penting untuk memungkinkan proses pengendalian internal dapat berfungsi dengan baik. Terakhir, sebenarnya kualitas dari kompetensi karyawanlah yang dapat memastikan terlaksananya proses pengendalian yang baik. Tidak ada proses pengendalian yang dapat berfungsi dengan baik tanpa karyawan yang kompeten.

3. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi

Pengendalian yang efektif dalam suatu organisasi dimulai dan diakhiri dengan filosofi manajemen. Jika manajemen percaya bahwa pengendalian penting, manajemen akan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian diterapkan secara efektif. Sikap yang menyadari pentingnya pengendalian akan terkomunikasikan pada para bawahan melalui gaya operasi manajemen. Jika di sisi lain, manajemen hanya sekedar berbicara mengenai perlunya pengendalian, maka para bawahan kemungkinan besar akan dapat merasakan sikap yang sesungguhnya di balik kalimat tersebut. Selanjutnya, tujuan pengendalian tidak akan dapat tercapai. 
4. Struktur Orgaisasi

Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggungjawab yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi formal seringkali digambarkan dalam bentuk diagram organisasi. Struktur organisasi mengindikasikan pola komunikasi formal dalam organisasi. 

5. Perhatian dan Pengarahan yang Diberikan oleh Dewan Direksi dan Komitenya

Dewan direksi merupakan perantara yang menghubungkan pemegang saham pemiliki organisasi dengan manajemen yang bertanggungjawab menjalankan organisasi. Pemegang saham mengontrol manajemen melalui fungsi dewan direksi dan komitenya. Jika keanggotaan dewan direksi sepenuhnya terdiri dari manajemen, atau jika dewan direksi jarang mengadakan rapat, maka pemegang saham tidak memiliki kendali atas operasi manajemen. Komite audit bertaggungjawab untuk meninjau reaksi manajemen terhadap laporan akuntan publik terkait dengan proses pengendalian internal perusahaan. 

6. Cara pembagian otoritas dan tanggungjawab

Metode pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam suatu organisasi mengindikasi folosofi manajemen dan gaya operasi manajemen. Jika hanya ada metode informal atau lisan, maka pengendalian lemah atau tidak pengendalian. Pada struktur organisasi formal, dokumen tertulis sering digunakan untuk mengindikasikan pemberian wewenang dan tanggungjawab dalam organisasi. Struktur organisasi biasanya dilengkapi dengan deskripsi pekerjaan formal. Memo tertulis, manual kebijakan, serta manual prosedur merupakan sarana lain yang juga digunakan untuk mengatur wewenang dan tanggungjawab dalam organisasi.

7. Kebijan Sumber Daya Manusia dan Prosedur 

Personal seharusnya kompeten dan memiliki kemampuan atau mendapatkan pelatihan yang cukup terkait dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Personel merupakan komponen kunci dalam sistem pengendalian. Kualifikasi yang disyaratkan untuk setiap posisi pekerjaan dalam suatu perusahaan harus menggambarkan tingkat tanggungjawab terkait dengan posisi tersebut. Kualifikasi ini mencakup pengalaman, inteligensi, karakter, dedikasi, dan kemampuan kepemimpinan. Fidelity bonding merupakan suatu hal yang lazim diterapkan pada karyawan yang secara langsung memiliki tanggungjawab mengelola harta kekayaan perusahaan. Fidelity bonding merupakan suatu kontrak dengan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan financial atas kejujuran individu yang namanya termuat dalam kontrak perjanjian. Perusahaan asuransi biasanya akan menginvestigasi latar belakang orang yang akan dijamin. Oleh karena itu, Fidelity bonding membantu meyakinkan organisasi bahwa organisasi tersebut merekrut karyawan yang dapat diandalkan. 
2.1.2.5 Penaksiran Resiko
Penaksiran risiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal. Menurut Bodnar dan Hopwood yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis (2006: 140), menjelaskan definisi dari penaksiran risiko sebagai berikut:

“Penaksiran risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan.”
Risiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. Risiko yang berasal dari luar perusahaan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, termasuk didalam risiko ini adalah tantangan yang berasal dari pesaing, perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, peraturan pemerintah, dan bencana alam. Risiko yang berasal dari dalam perusahaan berkaitan dengan aktivitas tertentu di dalam organisasi misalnya gangguan yang menimpa sistem informasi baik yang disebabkan oleh kesalaha karyawan yang tidak terlatih atau karyawan yang tidak memiliki motivasi atau juga karena perubahan dalam tanggungjawab manajemen sehingga tidak efektifnya dewan direksi dan komite audit.

Tahapan yang paling kritis dalam menaksir risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal dan mengidentifiasi tindakan yang diperlukan. Perubahan adalah sumber risiko bagi semua orgnisasi perusahaan. Karena dunia ekonomi, industri, dan peraturan berubah maka aktivitas organisasipun akan berubah. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam satu kondisi mungkin tidak dapat efektif dalam kondisi yang lain. Sebagai bagian dari penilaian risiko, suatu organisasi memerlukan sebuah proses untuk mengidentifikasi kondisi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai tujuannya.
2.1.2.6 Aktivitas Pengendalian 
Aktivitas pengendalian merupakan komponen pengendalian internal yang ketiga. Menurut Bodnar dan Hopwood yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis (2006: 140),  menjelaskan pengertian dari aktivitas pengendalian sebagai berikut:

“Kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik.”
Ada banyak aktivitas pengendalian yang dapat diterapkan oleh manajemen. Aktivitas pengendalian dapat berupa pengendalian akuntansi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal atau memadai bahwa tujuan pengendalian tertentu tercapai untuk setiap sistem aplikasi yang material dalam organisasi.
Bodnar dan Hopwood  yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis(2006: 140-141), menjelaskan unsur-unsur dari aktivitas pengendalian sebagai berikut:

“1. Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk   mengurangi  peluang seseorang dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan menjalankan tugas sehari-hari mereka;

2. Prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumentasi dan catatan yang berguna untuk memastikan pencatatan transaksi dan kejadian yang tepat;

3. Akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai dengan otorisasi manajemen;

4. Cek independen dan peninjauan dilakukan sebagai wujud akuntabilitas kekayaan perusahaan dan kinerja;

5. Pengendalian proses informasi diterapkan untuk mengecek kelayakan otorisasi, kekauratan, dan kelengkapan setiap transaksi.”

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi peluang seseorang yang ditempatkan dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan ketika menjalankan tugas sehari-hari mereka. Pemisahan tugas diterapkan dengan cara memisahkan tanggungjawab wewenang pelaku transaksi dengan tanggungjawab pencatat transaksi dan juga dengan tanggungjawab penyimpanan kekayaan ke orang-orang yang berbeda. Tanggungjawab wewenang pelaku transaksi, dan tanggungjawab penyimpanan kekayaan harus dijalankan oleh fungsi yang independen.

2. Prosedur mencakup perancangan dokumen dan catatan

Prosedur seharusnya juga mencakup desain penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu memastikan pencatatan atas transaksi dan kejadian. Dokumen dan catatan merupakan media fisik yang digunakan untuk menyimpan informasi. Ada berbagai macam wujud dokumen dan catatan, mulai dari dokumen yang berupa kertas, seperti order penjualan dan order pembelian, sampai media penyimpanan optikal dan magnetik, seperti tape magnetic dan optical disk. Setiap jenis dokumen dan catatan harus dikendalikan dengan cara tertentu yang relevan. Dokumen dan catatan harus diberi nomor urut sebagai sarana akuntabilitas. Dokumen dan catatan harus mudah digunakan dan mudah dipahami oleh pengguna. 
3. Akses terhadap Aktiva

Akses ke kayaan mestinya hanya diizinkan sesuai dengan otorisasi manajemen. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pengendalian dan penjagaan fisik yang memadai terhadap akses dan penggunaan harta kekayaan serta catatan seperti fasilitas yang aman dan otorisasi atas akses ke program computer dan file data. Pencurian secara fisik dan salah penggunaan merupakan ancaman yang substansial atas atas kelancaran operasi bisnis. Penjagaan aktiva seperti kas, sekuritas, dan persediaan diwujudkan melalui supervise yang ketat, proteksi  sarana fisik, dan pemisahan tugas. 

4. Pengecekan akuntanbilitas dan  tinjauan kinerja oleh pihak independen

Secara berkala, akuntabilitas pencatatan harta kekayaan mestinya dibandingkan dengan aktiva yang ada. Selisih yang terjadi harus ditangani secara tepat. Fungsi rekonsiliasi ini harus dijalankan oleh pihak yang independen, dalam arti, bukan pihak yang berwenang untuk memberikan otorisasi, pihak pencatat transaksi, dan pihak penjaga kekayaan organisasi. Contoh pengecekan independen atas kinerja dan penialaian ketepatan catatan harta kekayaan mencakup cek secara klerikal, rekonsiliasi, membandingkan aktiva dengan catatan, pengendalian program komputer, tinjauan manajemen atas laporan rincian saldo rekening, dan tinjauan pengguna atas laporan yang dihasilkan oleh komputer.  Tinjauan kinerja umum dan anggaran juga sarana yang penting untuk menilai kinerja. Tinjauan ini dicapai dengan cara membandingkan hasil aktual dengan anggaran, ramalan, standard an kinerja periode sebelumnya.

5. Pengendalian Pengelohan Informasi

Pengendalian pengolahan informasi memastikan adanya otorisasi, keakuratan, dan kelengkapan transaksi individual tertentu yang memadai. Otorisasi membatasi pelaksanaan transaksi atas suatu aktivitas oleh sejumlah individu tertentu. Otorisasi ini mencegah terjadinya transaksi dan aktivitas tanpa otorisasi. Otorisasi atas transaksi dan aktivitas diperlukan untuk membantu manajemen mencapai tujuan pengendalian. 
2.1.3 Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian
Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian yang paling kompeten untuk menyiapkan anggaran karena merekalah yang paling dekat berhubungan langsung dengan aktivitas pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja harus benar-benar diperhatikan karena anggaran pada instansi pemerintah merupakan suatu alat pertanggungjawaban.

Untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya operasional dalam anggaran berbasis kinerja, serta untuk mendorong dipatuhinya suatu kebijakan perusahaan terutama yang berhubungan dengan biaya operasional maka diperlukan perencanaan dan pengendalian. Menurut Jones dan Pendlebury diterjemahkan oleh Arifin Sabeni (2000;115) menjelaskan bahwa :

 “Anggaran menyediakan hubungan penting antara perencanaan dan pengendalian.”

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa peran perencanaan dinyatakan dalam bentuk input yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas yang direncanakan. Peran pengendalian dilakukan dengan mempersiapkan anggaran, dalam hal ini anggaran berbasis kinerja dengan suatu cara yang memperlihatkan secara jelas masukan dan sumber daya yang dialokasikan kepada individu atau departemen untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, oleh karena itu anggaran berbasis kinerja digunakan sebagai alat pencapaian tujuan dan pengendalian yang didasarkan pada efektivitas anggaran. 

Dengan anggaran berbasis kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara input, output dan outcome yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan kinerja akan terwujud tanggungjawab (akuntability) dan keterbukaan (transparancy) dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
2.2.1
Kerangka Pemikiran
Pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Negara berkewajiban untuk menjalankannya dengan baik. Dalam menjalankan mandatnya, Pemerintah manyusun program-program dan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun. Penyusunan program dan rencana kerja ini dilakukan supaya kegiatan dan aktivitas pemerintah terstruktur dan terkoordinasi sehingga hasil akhir dapat dikontrol, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR). Program dan rencana kerja yang disusun oleh pemerintah lebih dikenal dengan istilah anggaran.

Menurut Mardiasmo (2005:61) mendefinisikan anggaran sebagai berikut 

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan auatu anggaran.”
Sedangkan menurut Deddi Nordiawan, dkk (2007;20) mendefinisikan anggaran sebagai berikut :

“Sebuah rencana finansial yang menyatakan :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.

2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.

3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan perencanaan yang dikembangkan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan tanggungjawabnya kepada publik, sehingga anggaran berbasis kinerja akan menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat ukur dan tanggung jawab kinerja pemerintah.

Menurut Sony Yuwono, dkk (2005;30-32) bahwa fungsi anggaran adalah sebagai berikut:

“1. Fungsi Perencanaan

  2. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi

  3. Fungsi Motivasi

  4. Fungsi pengendalian dan Evaluasi

  5. Fungsi Pembelajaran.”

Berbagai variasi dari penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan dan kinerja, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik, sehingga penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat ukur dan tanggungjawab kinerja Pemerintah.

Penyusunan anggaran yang ditetapkan pada intansi pemerintah di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 adalah anggaran berdasarkan pendekatan kinerja yang mulai diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Menurut Mardiasmo (2004;84) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut:

“Suatu sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.”

Anggaran sektor publik dalam proses penyusunannya tidak jauh berbeda dengan anggaran sektor swasta, hanya saja pada sektor publik pada proses penyusunannya dipenuhi oleh nuansa politik yang tinggi dan harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan.

Menurut Mardiasmo (2005;61) dijelaskan bahwa :

“Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai.”

Penyusunan anggaran menjamin tingkat keberhasilan program, baik disisi eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebuah anggaran kinerja yang baik dan menyeluruh maka dalam proses awal penyusunan anggaran kinerja harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap penyusunan anggaran kinerja sehingga arah dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Proses  penyusunan anggaran berbasis kinerja terdiri dari :

1. Penetapan strategi organisasi (visi dan misi)
2. Pembuatan tujuan 

3. Penetapan aktivita

4. Evaluasi dan pengambilan keputusan.

Anggaran berbasis kinerja berkaitan erat dengan visi dan misi serta rencana strategis menjadi acuan utama, dengan demikian misi dan rencana strategis harus dirinci untuk menghasilkan program, sub program, serta proyek yang relevan dengan tujuan jangka panjang. Melalui proses anggaran kinerja ini, Pemerintah dapat :

1. Mengidentifikasi output dan outcome yang dihasilkan oleh program dan pelayanan mereka.

2. Menetapkan target pencapaian output dan outcome.

3. Mengaitkan biaya dengan hasil yang diinginkan dan proses perencanaan strategis.

Anggaran kinerja akan dibuat berdasarkan Renstra (Rencana Strategi) yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Renstra akan menguraikan strategi dan prioritas program serta mencerminkan visi dan misi Walikota atau Bupati. Anggaran harus bisa merencanakan penganggarannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tingkat prioritas tiap pekerjaan, tujuan dan sasaran tertentu yang disertai dengan indikator penilaian yang jelas dan dapat diukur sehingga dapat diukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari tiap pelayanan. Dengan anggaran kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara input, output, dan outcome yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik.

Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melaui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. APBD digunakan sebagi alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengemangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Jika kita dapat mengukur, dapat mengawasi, mengatur dan memperbaikinya maka sistem pengukuran kinerja yang efektif dapat memberikan umpan balik bagi para pengelola dan para pembuat keputusan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang berkelanjutan.

Pengukuran kinerja adalah suatu sasaran dan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi serta menentukan efisiensi dan efektivitas tugas-tugas Pemerintah Daerah serta pencapaian sasaran. Pengukuran dan kinerja merupakan ukuran tentang apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi dan seberapa baik kinerjanya.

Sistem pengukuran kinerja yang baik dapat menggerakan organisasi kearah yang positif, dan menghindari organisasi menyimpang jauh. Selanjutnya Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat perlu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Efektivitas secara umum adalah berkaitan dengan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan dicapainya tujuan dari suatau organisasi tertentu maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif.
Menurut Mardiasmo (2005:132) menyatakan pengertian efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.”

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar konstribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya operasional serta untuk mendorong dipatuhinya suatu kebijakan perusahaan terutama yang berhubungan dengan biaya operasional maka diperlukan perencanaan dan pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dianggarkan dengan hasil yang diperoleh untuk menjamin bahwa tingkat pengeluaran tidak dilampaui dan tingkat aktivitas yang direncanakan tercapai.

Menurut Mulyadi (2002;180) mendefinisikan pengendalian sebagai berikut :

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didisain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini yaitu, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisien operasi.”

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnely diterjemahkan oleh Arifin Sabeni (2000;215) menjelaskan bahwa :

“Pengendalian operasi mencakup dua aktivitas berbeda yaitu pengendalian keuangan dan pengendalian kinerja.”

Pengendalian keuangan berhubungan dengan aktivitas pengeluaran. Aktivitas pengendalian keuangan meliputi dua aspek yaitu untuk menjamin perencanaan yang ada di dalam anggaran ditaati dan untuk menyediakan suatu cara mengubah anggaran jika kondisi mensyaratkan. Pengendalian kinerja bertujuan untuk menjamin bahwa kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian kinerja ini memusatkan pada produktivitas dan motivasi manajer dalam mengoperasikan program dan proyek secara efisien dan efektif.

Menurut Syakhroza (2002;87) mendefinisikan efektifitas pengendalian dalam penganggaran adalah :

“Suatu pencapaian realisasi pengeluaran anggaran yang sesuai dengan rencananya.”

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnely diterjemahkan oleh Arifin Sabeni (2000;215) mengemukakan kriteria efektivitas pengendalian sebagai berikut :

“1.    Kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa sesuai dengan     permintaan lingkungan;

  2.   Kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang  dimiliki secara efisien;

  3.    Tingkat kepuasan aparat dalam organisasi;

  4. Kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan

  5.    Tingkat pengembangan organisasi.”

Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensinya sehingga terciptanya suatu efektivitas pengendalian. Pengendalian keuangan berhubungan dengan aktivitas pengeluaran Pengendalian keuangan merupakan pencapaian anggaran dibanding dengan anggarannya. Sedangkan pengendalian kinerja merupakan pencapaian kinerja dibanding dengan anggarannya.

Menurut Mardiasmo (2005;72) dikemukakan bahwa :

“Sistem anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur (indikator) kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Maka kejelasan tujuan anggaran yang dirinci dalam target dan indikator kinerja akan membantu manajer organisasi atau pengelola anggaran untuk mengendalikan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.”

Anggaran berbasis kinerja memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran program, karena dalam anggaran berbasis kinerja ini memuat indikator kinerja, standar kinerja, standar biaya dan benchmark dari semua kegiatan yang menjadi sebuah tolok ukur kinerja, sehingga akan membantu organisasi atau pengelola anggaran untuk mengendalikan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari uraian diatas dapat digambarkan dalam skema pemikiran sebagai berikut:
















Gambar 2.1

Skema kerangka Pemikiran

2.2.2
Hipotesis
Menurut Uma Sekaran (2006;135) dikemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variable yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.”

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis sebagai berikut :

”Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian.”
Dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
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